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Abstrak

Pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa
depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga
masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Bagi pemeluk agama, masa depan mencakup
kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang bahagia.

Pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena
itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas,
atau cenderung tambal sulam, bahkan lebih berorientasi proyek. Akibatnya, sering kali hasil
pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan
dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik , sosial, dan
budaya. Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan
pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja sektor
lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan SDM yang disiapkan melalui
pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi
akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menjadi pesimis terhadap
sekolah. Ada anggapan bahwa pendidikan tidak lagi mampu menciptakan mobilitas sosial
mereka secara vertikal, karena sekolah tidak menjanjikan pekerjaan yang layak. Sekolah
kurang menjamin masa depan anak yang lebih baik. Sebagaimana diungkapkan di muka,
perubahan paradigma baru pendidikan kepada mutu (quality oriented) merupakan salah satu
strategi untuk mencapai pembinaan keunggulan pribadi anak.

Kata Kunci : Manajemen Berbasis Sekolah
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Pendahuluan

Pendidikan merupakan kunci peradaban suatu bangsa, karena pada hakikatnya
Pendidikan merupakan aspek terpenting yang menentukan kemajuan peradaban suatu bangsa.
Dengan mengedepankan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan, maka kita
mampu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing
yang tinggi. Sejarah membuktikan bahwa hanya bangsa-bangsa yang mengedepankan
pendidikanlah yang pada akhirnya mampu memiliki keunggulan, mampu meraih kemajuan
dan bahkan mampu menguasai dunia.(Rizki Pratama Satria, Supadi 2017)

Dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, sistem pendidikan yang sentralistis pada
masa pemerintahan Orde Baru dirasa kurang memberikan kemajuan yang berarti bagi
peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh
satuan pendidikan, khususnya sekolah, dirasa kurang efektif dan efisien dikarenakan
terbatasnya kewewenangan yang dimiliki oleh pengelola sekolah. Selain itu, munculnya
ketidak-merataan kebijakan terhadap daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan
menjadi salah satu alasan kuat mengapa pada akhirnya penyelenggaraan pendidikan secara
sentralistis kurang begitu efektif dan efisien. Pada kenyataannya, seringkali penyelenggaraan
pendidikan yang serba terpusat tidak mampu mengakomodir kebutuhan sekolah-sekolah yang
memiliki karakteristik yang berbeda.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu
upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengubah sistem penyelenggaraan
pendidikan yang awalnya sentralistis menjadi desentralistis dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Adanya kebijakan otonomi daerah
yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di tataran makro, dapat memberikan pengaruh
terhadap penyelengaraan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah yang berada di tataran
mikro

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu bentuk inovasi
penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),
organisasi sekolah memiliki kewenangan untuk dapat mengelola berbagai komponen yang
dimiliki secara lebih mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan konsep Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) merupakan konsep yang memberikan otonomi luas kepada sekolah
untuk dapat mengatur segala sumber daya yang dimiliki oleh sekolah sesuai dengan potensi,
kebutuhan dan tuntutan sekolah yang bersangkutan.

Pendidikan menjadi peran utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sumber daya manusia yang bagus akan berdampak kepada meningkatnya mutu pendidikan
(Hendrizal 2020) Untuk mewujudkan hal tersebut, maka semua pihak harus bekerja bersama-
sama saling bahu-mambahu, baik itu dari pemerintah maupun dari non pemerintah atau
swasta. Sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 fungsi dan tujuan pendidikan nasional
terdapat pada pasal 3 yang mana tujuannya ialah untuk membentuk watak yang bermartabat,
cerdas, beriman kepada YME sehingga menjadi warga negara demokratis dan bertanggung
jawab.(Junindra et al. 2022)
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Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam
pasal 51, ayat (1) telah menyebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan
minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Artinya otonomi pendidikan
yang dilakukan di Indonesia pada saat ini, di dalamnya terkandung model Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) sebagai dasar desentralisasi pendidikan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP
Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 ayat (1), dikatakan
bahwa sekolah yang menerapkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) harus
menunjukkan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Lebih jelas
isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat (1) adalah sebagai berikut:
“Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan
manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian,kemitraan, partisipasi,
keterbukaan, dan akuntabilitas™.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian
pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu
pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang
lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus
memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan
dan sistem yang ada di madrasah/ sekolah. Dalam kerangka inilah, manajemen berbasis
sekolah (MBS).( Mulyasa 2003) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen
pendidikan yang ditawarkan. Tulisan ini difokuskan bagaimana penerapan konsep MBS di
sekolah saat ini, sehingga sekolah lebih mandiri dan lebih bermutu.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif (Alyusfitri
2020). Pada tahap penggumpulan data yaitu dengan studi literatur online serta jurnal-jurnal
yang relevan dan terakreditasi. Pada studi literatur ini menggunakan kumpulan jurnal terkait
Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam peningkatan mutu pendidikan serta
jurnal yang berhubungan dengan kata kunci. Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti
menetapkan  beberapa  jurnal  kemudian = menganalisisnya, = meringkas  dan
mengklasifikasikannya. Dengan tujuan mendapatkan gagasan baru serta ide yang relavan
dengan topik pembahasan. Sehingga penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam
pelaksanaan MBS bagi sekolah demi meningkatkan mutu pendidikan.(Junindra et al. 2022)

Hasil dan Pembahasan

Manajemen Sekolah

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral yang tidak dapat
dipisahkan dari proses pendidikan. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan
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pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efesien. Berdasarkan fungsi dari
manajemen tersebut penulis perlu kiranya menjelaskan beberapa pengertian tentang
manajemen sekolah atau manajemen pendidikan. (Aziz 2015)

Manajemen pendidikan adalah gabungan dari dua kata yang memunyai satu makna,
yaitu manajemen dan pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan dapat diartikan
sebagai manajemen yang dipraktikan dalam dunia pendidikan dengan spesifikasi dan ciri
khas yang ada dalam pendidikan. Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah sebuah alat
yang diperlukan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Unsur manajemen dalam
pendidikan merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam bisang pendidikan.
Manajemen pendidikan merupakan rangkaian proses yang terdiri dari perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dikaitkan dengan dunia pendidikan
(Kurniadin dan Machali, 2012)

Husaini Usman mendefiniskan manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu
mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan proses dan hasil belajar peserta didik
secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam mengembangkan potensi dirinya.
Manajemen adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan mencapai tujuan
pendidikan secara aktif dan efesien. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai
tujuan pendidikan (Usman 2013).

Dalam memahami manajemen pendidikan perlu kiranya memahami fungsi-fungsi
pokok manajemen sebagaimana yang telah disebutkan dalam definisi di atas. Beberapa fungsi
tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut, perencanaan adalah proses menetapkan tujuan
melalui cara atau metode yang tepat dan sistematis untuk mencapai tujuan atau seperangkat
tujuan. Melalui perencanaan ini sebuah lembaga pendidikan dapat menyusun prosedur atau
metode terbaik dalam menjalankan kegiatan. Pengorganisasian adalah proses membentuk
kerja sama anatara dua individu atau lebih dalam sebuah struktur tertentu untuk mencapai
tujuan. Tujuan yang berbeda memerlukan struktur yang berbeda, sehingga diperlukan upaya
penyusunan stuktur organisasi melalui suatu desain pengorganisasian. Pengarahan adalah
proses mengarahkan dan memengaruhi anggota organisasi secara individu maupun
keseluruhan dalam malaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapau tujuan. Pengendalian
adalah proses menjamin atau memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai
tujuan harus sesuai dengan rencana yang dibuat. Tiga unsur penting pengendalian dalam
pendidikan adalah standar Kkinerja, pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, dan
perbandingan antara kinerja yang dilaksanakan dengan standar kerja. Apabila ditemukan
penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan maka pemimpin dapat melakukan perbaikan
guna menghilangkan atau mengurangi penyimpangan tersebut (Nafis, 2011).

Berdasarkan paparan mengenai manajemen pendidikan pada intinya manajemen
adalah sebuah keharusan yang ada dalam lembaga pendidikan. Jika manajemen dalam sebuah
lembaga pendidikan baik maka dapat dipastikan lembaga pendidikan tersebut berkualitas dan
bermutu.
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Upaya peningkatan mutu dalam menejemen lembaga Pendidikan ini memunculkan
sebuah konsep yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah yang memberikan
kewenangan penuh kepada sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan dan
pengajaran  ,merencanakan, = mengorganisasi, mengawasi, mengendalikan  serta
mengembankan seluruh sumber daya pendiidkan.

Konsep Manajemen Berbasis Sekolah

Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School-Based
Management. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika Masyarakat
mulaimempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat
setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada
tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.
Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan
mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Otonomisasi penyelenggaraan pendidikan melahirkan sebuah perspektif baru dalam
pengelolaan pendidikan yang disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah. Otonomi sekolah
atau desentralisasi pengelolaan sekolah berarti pengelolaan pendidikan berdasarkan
kebutuhan sekolah atau masyarakat. Secara konseptual MBS dapat diartikan sebagai sebuah
model pengelolaan yang memberikan kewenangan lebih besar keapada sekolah sehingga
sekolah dan masyarakat terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat selaku stakeholder sekolah lebih
memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Dalam pada itu, kebijakan
nasional yang menjadi prioritas pemerintah tetap harus dijalankan oleh sekolah. Pada sistem
MBS, sekolah dituntut secara mandiri untuk menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas,
mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber baik kepada
masyarakat maupun pemerintah (Mulyasa, 2014).Konsep MBS yang demikian adanya
memang berangkat dari tuntutan diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (pergantian Undang-Undang Nomor
22 dan Nomor 25 Tahun 1999) telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan
termasuk bidang penyelenggaraan pendidikan. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah melahirkan kebijakan desentralisasi dan otonomi, yaitu
kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dengan tetap
mengedepankan pemerintah pusat sebagai control of governance (Hidayat dan Machali,
2012).

Pada intinya MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang
menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai
bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk
meningkatkan kinerja para staf dan menawarkan pastisipasi langsung kepada masyarakat
terhadap pendidikan. Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS
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yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan

berikut:

a. Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta
didik,orang tua, dan guru.

b. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya local.

c. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, Tingkat
pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah.

d. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen
sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan (Mulyasa, 2014).

Melihat keuntungan dari MBS di atas maka sekolah dan daerah dituntut untuk mampu
memberdayakan diri untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini sekolah memiliki
full authority and responsibility dalam menetapkan program-program pendidikan dan
berbagai kebijakan sesuai dengan tujuan pendidikan. Perlu dipahami bahwa semua kebijakan
dan program sekolah ditetapkan oleh komite sekolah dan dewan pendidikan yang dibentuk
berdasarkan musyawarah dari pejabat daerah, kepala sekolah, tenaga kependidikan,
perwakilan orang tua peserta didik, dan tokoh masyarakat.

Pelaksanaan MBS memiliki dampak baik atas kemajuan suatu sekolah. Seperti yang
dijelaskan oleh Nurkolis (2003:6), bahwa fungsi MBS adalah “untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu pada tingkat
sekolah”. Peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan sangat baik. Setiap ada agenda
kegiatan sekolah, maka semua komponen masyarakat, baik pengurus komite sekolah,
paguyuban sekolah, maupun orangtua peserta didik secara umum, dilibatkan penuh dalam
mengelola kegiatan. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan peringatan hari Ibu yang
dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2014. Kepanitiaan berasal dari orangtua peserta
didik, termasuk dana kegiatan juga dari orangtua peserta didik. Mereka melakukan semata-mata
hanya untuk kemajuan sekolah dan kemajuan aktivitas peserta didik, baik aktivitas akademik maupun
aktivitas non akademik peserta didik.

Diterapkannya konsep MBS dapat meningkatkan akuntabilitas kepala sekolah dan
guru terhadap peserta didik, orangtua siswa, dan masyarakat serta adanya keterbukaan kepada
semua komponen sekolah dan masyarakat dalam memberikan saran prasarana dan masukan
dalam pengambilan keputusan. Seperti yang dijelaskan oleh Suparlan(2013) adalah “

1. MBS dapat meningkatkan akuntabilitas kepala sekolah dan guru terhadap peserta didik,
orangtua siswa, dan masyarakat.

2. MBS memberikan keterbukaan kepada semua pemangku kepentingan dalam memberikan
saran dan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting yang diperlukan oleh
sekolah”.

Dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah melibatkan guru, staf, penjaga
keamanan, petugas kantin sekolah, dan komponen orangtua peserta didik. Diterapkannya
MBS di suatu sekolah, dapat meningkatkan peran serta masyarakat, pemerataan, efisiensi,
dan manajemen yang menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Prinsip Manajemen Barbasis Sekolah
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Terdapat empat prinsip manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk implementasi
otonomi daerah bidang pendidikan yang menjadi landasan dalam menerjemahkan konsep
manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sesuai dengan tujuannya, yaitu otonomi,
fleksibilitas, partisipasi, dan inisiatif.

a. Prinsip otonomi
Prinsip otonomi diartikan sebagai kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan
mengurus diri sendiri. Kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolok ukur
utama kemandirian sekolah. Kemandirin yang berlangsung secara terus menerus akan
menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan sekolah.

b. Prinsip fleksibelitas
Prinsip fleksibelitas dapat diartikan sebagai keluwesan uang diberikan kepada sekolah
untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal
mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Prinsip ini akan melahirkan sekolah yang
lebih lincah dalam bergerak dan tanggap terhadap permasalahan yang harus dihadapi.

c. Prinsip partispasi
Prinsip partisipasi dapat diartikan dengan penciptaan lingkunagn yang terbuka dan
demokratik. Warga sekolah (guru, siswa, karyawan) dan masyarakat didorong untuk
telibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan,
pelaksanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi dengan
keyakinan bahwa jika seorang dilibatkan maka yang bersangkutan akan mempunyai “rasa
memiliki” terhadap sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan pendidikan ke arah yang lebih bermutu.

d. Prinsip inisiatif
Prinsip ini didasari atas konsepsi bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis,
melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu digali,
ditemukan, dan dikembangkang untuk menjadi sumber daya yang inisiatif dalam
pengelolaan pendidikan (Hidayat dan Machali, 2012).

Tujuan dan Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah

Penerapan pengelolaan pendidikan dengan model MBS bertujuan untuk
meningkatkan efesiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efesiensi terutama
diperoleh dari keleluasaan yang diberikan untuk mengelola sumber daya partisipasi
masyarakat dan penyederhanaan birokrasi.

Peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap
sekolah, fleksibelitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan
kepala sekolah, serta pemberlakukan sistem insentif dan disentif. Peningkatan pemerataan
dapat diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah
untuk lebih berkosentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinan karena pada sebagian
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masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah (Hidayat dan Machali
2012).

Penerapan manajemen berbasis sekolah banyak memberikan manfaat. Hal ini
dikarenakan MBS memberikan kebebasan dan keleluasaan yang besar pada sekolah, disertai
seperangkat tanggungjawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan keleluasaan tersebut
maka sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih
berkosentrasi pada tugas. Selain itu, penerapan MBS juga dapat mendorong profesioanlisme
guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, hal ini dikarenakan konsep MBS
menghendaki kebebasan kepada guru dan kepala sekolah dalam menyusun kurikulum dan
program sekolah. Adanya kesempatan untuk menyusun kurikulum dan program kepada guru
dan kepala sekolah tentunya kurikulum yang terbentuk akan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat (tepat sasaran). Dengan demikian rasa tanggap sekolah kepada kebutuhan
masyrakat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik
dan masyarakat.

MBS menekanakan keterlibatan maksimal berbagai pihak, seperti pada sekolah-
sekolah swasta, sehingga menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta didik, dan masyarkat
yang lebih luas dalam perumusan-perumusan keputusan tentang pendidikan. Kesempatan
partisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah. Selanjutnya,
aspek-aspek tersebut pada akhirnya akan mendukung efektivitas dalam pencapaian tujuan
sekolah. Adanya kontrol dari masyarkat dan monitoring dari pemerintah, pengelola sekolah
menjadi akuntabel, transparan, egaliter, dan demokratis, serta menghapuskan monopoli dalam
pengelolaan pendidikan (Mulyasa 2014).

Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah

Karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dapat diketahui dengan
bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya. Beberapa kinerja yang dapat menajadi
acuan adalah, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga
kependidikan, serta sistem administrasi secara keseluruhan.

Karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah secara inklusif memuat
elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses dan output.
Karakteristik ini menerapkan pada keseluruhan aspek pendidikan melalui pendekatan sistem.
Penguraian ketiganya diawali dengan output dan diakhiri dengan input.

Output sekolah diukur dengan Kkinerja sekolah, yaitu pencapaian atau prestasi yang
dihasilkan oleh proses sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari efektivitas, kualitas,
produktivitas, efisiensi, inovasi, moral kerja. Proses sekolah adalah proses pengambilan
keputusan,pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, dan belajar-mengajar. Input
sekolah antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, struktur organisasi, input manajemen, input
sumber daya (Nurkolis 2003).

Saud, seperti dikutip Mulayasa (2014), menjelaskan bahwa karakteristik dasar MBS
adalah pemberian otonomi yang luas kepada sekolah, partisipasi masyarakat dan orang tua
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peserta didik yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang demikratis dan profesional, serta

adanya team work yang profesional.

a. Pemberian otonomi luas kepada sekolah MBS memberikan otonomi yang luas kepada
sekolah disertai seperangkat tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan strategi sesuai
dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih memberdayakan tenaga kependidikan agar
lebih berkosentrasi pada tugas utamanya. Dalam hal itu, sekolah sebagai lembaga
pendidikan diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkanprogram-
program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik
serta tuntutan masyarakat.

b. Partisipasi masyarakat dan orang tua Pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh
partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua peserta didik dan
masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui
komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program
program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah. Masyarakat dan orang tua menjalin
kerja sama untuk membantu sekolah sebagai narasumber barbagai kegiatan sekolah untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran.

c. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional
Sama halnya dengan partisipasi masyarakat program-program sekolah tidak akan berjalan
baik tanpa kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan
guru sebagai pelaksana inti program-program sekolah merupakan orang-orang yang
memiliki kemampuan dan integritas profesional. Kepala sekolah adalah manajer sekolah
yang direkrut komite sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan
kebijakan yang telah ditetapkan. Guru-guru yang direkrut oleh sekolah adalah pendidik
profesional dalam bidangnya masing-masing, sehingga baik kepala sekolah maupuan para
guru bekerja berdasarkan pola kinerja profesional yang disepakati bersama untuk memberi
kemudahan dan mendukung keberhasilan pembelajaran peserta didik. Dalam pengambilan
keputusan kepala sekolah mengimplementasikan proses bottom up secara demokratis,
sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil berserta
pelaksanaannya.

d. Team work yang kompak dan transparan
Adaya tim yang kompak dalam menjalankan program sekolah sangat menentukan tingkat
keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Semua pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan pengelolaan pendidikan berjalan harmonis dan saling membutuhkan. Dengan
demikian keberhasilan MBS merupakan hasil sinergi (sinergistic effect) dari kolaborasi
tim yang kompak dan transparan (Mulyasa 2014).

Menurut Levavic dalam Bafadal (2006), terdapat tiga karakteristik kunci MBS, yaitu
sebagai berikut:

a. Kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan
peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada para stakeholder sekolah.
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b. Domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek
peningkatan mutu pendidikan, mencakup keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana,
penerimaan siswa baru, dan kurikulum.

c. Walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan
didesentralisasikan ke sekolah-sekolah, namun diperlukan adanya sejumlah regulasi yang
mengatur fungsi control pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan
tanggungjawab sekolah (Bafadal 2006).

Faktor-Faktor Penting dalam Manajemen Berbasis Sekolah

Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam peningkatan manajemen
mutu berbasis sekolah. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kewajiban sekolah, kebijakan
dan prioritas pemerintah, peranan orang tua dan masyarakat, peranan profesionalisme dan
manajerial, serta pengembangan profesi.

a. Kewajiban sekolah
Manajemen berbasis sekolah yang menawarkan keleluasaan pengelolaan sekolah memiliki
potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan pengelola sistem
pendidikan profesional. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu disertai seperangkat
kewajiban, serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban yang relatif tinggi untuk
menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga memunyai kewajiban
melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah.

b. Kebijakan dan prioritas pemerintah
Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan nasional berhak merumuskan
kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional terutama yang berkaitan dengan
program peningkatan melek huruf dan angka, efesiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.
Dalam hal-hal tersebut sekolah tidak diperbolehkan berjalan sendiri dengan mengabaikan
kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipilih secara
demokratis.Agar prioritas-prioritas pemerintah dilaksanakan oleh sekolah dan semua
aktivitas sekolah ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik sehingga
dapat belajar dengan baik, pemerintah perlu merumuskan seperangkat pedoman umum
tentang pelaksanaan MBS. Pedoman-pedoman tersebut terutama ditujukan untuk
menjamin bahwa hasil pendidikan (student outcomes) terevaluasi dengan baik, kebijakan-
kebijakan pemerintah dilaksanakan secara efektif, sekolah dioperasikan dalam kerangka
yang disetujui oleh pemerintah, dan anggaran dibelanjakan sesuai dengan tujuan.

c. Peranan orang tua dan masyarakat
MBS menunut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk
membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah
setempat, serta mengefesiensikan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang
tindih. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan partisipasi masyarakat.
Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah,
khususnya dalam pembuatan keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih
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memahami, dan dapat mengawasi serta membantu sekolah dalam pengelolaan dan
kegiatan belajar mengajar. Besaranya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah
memungkinkan dapat menimbulkan rancunya kepentingan antar sekolah, orang tua, dan
masyarakat. Oleh karenanya, dalam hal ini pemerintah perlu merumuskan bentuk
partisipasi (pembagian tugas) setiap unsur secara jelas dan tegas.

d. Peranan profesional dan manajerial
Manajemen berbasis sekolah menuntut perubahan-perubahan tingkah laku kepala sekolah,
guru, dan tenaga administrasi dalam mengoperasikan sekolah. Pelaksanaan MBS
berpotensi meningkatkan gesekan peranan yang bersifat profesional dan manajerial. Untuk
memenuhi persyaratan pelaksanaan MBS, kepala sekolah guru dan tenaga administrasi
harus memiliki kedua sifat tersebut yaitu, profesional dan manajerial.

e. Pengembangan profesi

Dalam MBS pemerintah harus menjamin bahwa semua unsur penting tenaga kependidikan
(sumber daya manusia) menerima pengembangan profesi yang diperlukan untuk
mengelola sekolah secara efektif. Oleh karena itu perlu adanya pusat pengembangan
profesi yang berfungsi sebagai penyedia jasa pelatihan bagi tenaga kependidikan (Mulyasa,
2014)

Langkah-langkah Pelaksanaan MBS

Secara umum, dapat dikatakan bahwa implementasi MBS akan behasil melalui
strategi- strategi berikut ini:

1. Sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu dimilikinya otonomi dalam
kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara
berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian dan pemberian penghargaan kepada
setiap pihak yang berhasil.

2. Adanya peran serta masyarakat secara aktif, dalam hal pembiayaan, proses pengambian
keputusan terhadap kurikulum. Sekolah harus lebih banyak mengajak lingkungan dalam
mengelola sekolah karena bagaimanapun sekolah adalah bagian dari masyarakat luas.

3. Kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan pengembangan
sekolah secara umum. Kepala sekolah dalam MBS berperan sebagai designer, motivator,
fasilitator. Bagaimanapun kepala sekolah adalah pimpinan yang memiliki kekuatan untuk
itu. Oleh karena itu, pengangkatan kepala sekolah harus didasarkan atas kemampuan
manajerial dan kepemimpinan dan bukan lagi didasarkan atas jenjang kepangkatan.

4. Adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah
yang aktif. Dalam pengambilan keputusan kepala sekolah harus mengembangkan iklim
demokratis dan memperhatikan aspirasi dari bawah. Konsumen yang harus dilayani kepala
sekolah adalah murid dan orang tuanya, masyarakat dan para guru. Kepala sekolah jangan
selalu menengok ke atas sehingga hanya menyenangkan pimpinannya namun
mengorbankan masyarakat pendidikan yang utama.
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5. Semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara bersungguh-sungguh.
Untuk bisa memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing harus ada sosialisasi
terhadap konsep MBS itu sendiri. Siapa kebagian peran apa dan melakukan apa, sampai
batas-batas nyata perlu dijelaskan secara nyata.

6. Adanya guidlines dari departemen pendidikan terkait sehingga mampu mendorong proses
pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Guidelines itu jangan sampai berupa
peraturan-peraturan yang mengekang dan membelenggu sekolah. Artinya, tidak perlu lagi
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan MBS, yang diperlukan
adalah rambu-rambu yang membimbing.

7. Sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam
laporan pertanggung jawabannya setiap tahunnya. Akuntabilitas sebagai bentuk
pertanggung jawaban sekolah terhadap semua stakeholder. Untuk itu, sekolah harus
dijalankan secara transparan, demokratis, dan terbuka terhadap segala\ bidang yang
dijalankan dan kepada setiap pihak terkait.

8. Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi
adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa. Perlu dikemukakan lagi bahwa MBS tidak
bisa langsung meningkatkan kinerja belajar siswa namun berpotensi untuk itu. Oleh karena
itu, usaha MBS harus lebih terfokus pada pencapaian prestasi belajar siswa.

9. Implementasi diawali dengan sosialsasi dari konsep MBS, identifikasi peran masing-
masing pembangunan kelembagaan capacity building mengadakan pelatihan pelatihan
terhadap peran barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan
di lapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan.

Untuk menerapkan MBS, ada enam langkah yang perlu ditempubh, yaitu: evaluasi diri
self assessment, perumusan visi, misi, dan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan.Masing-masing langkah dapat dijelaskan sebagai berikut: Masing-masing langkah
dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi diri self assessment Evaluasi diri sebagai langkah awal bagi sekolah yang ingin,
atau akan melaksanakan manajemen mutu berbasis sekolah.Kegiatan ini dimulai dengan
curah pendapat brainstorming yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh staf, dan
diiksuti juga anggota komite sekolah. Prakarsa dan pimpinan rapat adalah kepala sekolah.
Untuk memancing minat acara rapat dapat dimulai dengan pertanyaan seperti: Perlukah
kita meningkatkan mutu? seperti apakah kondisi sekolah / madrasah kita dalam hal mutu
pada saat ini? Mengapa sekolah kita tidak/belum bermutu?. Kegiatan ini bertujuan:
Pertama, pengetahui kondisi sekolah saat ini dalam segala aspeknya (seluruh komponen
sekolah), kemajuan yang telah dicapai, maupun masalah-masalah yang dihadapi ataupun
kelemahan yang dialami. Kedua, Refleksi/ Mawas diri, untuk membangkitkan kesadaran /
keprihatinan akan penting dan perlunya pendidikan yang bermutu, sehingga timbul
komitmen bersama untuk meningkatkan mutu sense of quality. Ketiga, merumuskan titik
tolak point of departure bagi sekolah/madrasah yang ingin atau akan mengembangkan diri
terutama dalam hal mutu. Titik awal ini penting karena sekolah yang sudah berjalan untuk
memperbaiki mutu, mereka tidak berangkat dari nol, melainkan dari kondisi yang dimiliki.
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2. Perumusan visi, misi, dan tujuan Bagi sekolah yang baru berdiri atau baru didirikan,
perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal yang harus dilakukan yang
menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para pendiri/ penyelenggara
pendidikan. Dalam kasus sekolah/ madrasah negeri kepala sekolah bersama guru mewakili
pemerintah kab/kota sebagai pendiri dan bersama wakil masyarakat setempat ataupun
orang tua siswa harus merumuskan kemana sekolah kemasa depan akan dibawa, sejauh
tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional seperti tercantum dalam UU No. 23
th 2003 tentang Sisdiknas. Kondisi yang diharapkan / diinginkan dan diimpikan dalam
jangka panjang itu, kalau dirumuskan secara singkat dan menyeluruh disebut visi. Keadaan
yang diinginkan tersebut hendaklah ada kaitannya dengan idealisme dan mutu pendidikan.
Idealisme di sini dapat berkaitan dengan kebangsaan, kemanusiaan, keadilan, keluhuran
budi pekerti, ataupun kualitas pendidikan sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.

Sedangkan misi, merupakan jabaran dan visi atau merupakan komponenkomponen pokok
yang harus direalisasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain,
misi merupakan tugastugas pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi.Tujuan
merupakan tahapan antara, atau tonggak tonggak penting antara titik berangkat (kondisi
awal) dan titik tiba tujuan akhir yang rumusannya tertuang dalam dalam bentuk visi-misi.
Tujuan-tujuan antara ini sebagai tujuan jangka menengah kalau tiba saatnya berakhir
(tahun yang ditetapkan ) akan disusul dengan tujuan berikutnya, sedangkan visi dan misi
(relatif/pada umumnya)masih tetap. Tujuan (jangka menengah), dipenggal-penggal
menjadi tujuan tahunan yang biasa disebut target/sasaran, dalam formulasi yang jelas baik
secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan-tujuan jangka pendek (1 tahun) inilah yang
rincian persiapannya dalam bentuk perencanaan.

3. Perencanaan

Perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjawab: apa
yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannnya untuk mewujudkan tujuan (tujuan-
tujuan) yang telah ditetapkan / disepakati pada sekolah yang bersangkutan, termasuk
anggaran yang

diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan. Dengan kata lain perencanaan
adalah kegiatan menetapkan lebih dulu tentang apaapa yang harus dilakukan, prosedurnya
serta metode pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau satuan
organisasi. Perencanaan oleh sekolah merupakan persiapan yang teliti tentang apaapa yang
akan dilakukan dan skenario melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan,
dalam bentuk tertulis. Dikatakan teliti karena ia harus menjelaskan apa yang akan
dilakukan, seberapa besar lingkup cakupan kuantitatif dan kualitatif yang akan dikerjakan,
bagaimana, kapan dan berapa perkiraan satuan-satuan biayanya, serta hasil seperti apa yang
diharapkan.

4. Pelaksanaan

Apabila kita bertitik tolak dari fungsifungsi manajemen yang umumnya kita kenal sebagai
fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta evaluasi, maka
langkah pertama sampai dengan ketiga dapat digabungkan fungsi perencanaan yang secara
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keseluruhan (untuk sekolah) sudah dibahas. Didalam pelaksanaan tentu masih ada kegiatan
perencanaan-perencanaan yang lebih mikro (kecil) baik yang terkait dengan penggalan
waktu (bulanan, semesteran, bahkan mingguan), atau yang terkait erat dengan kegiatan
khusus, misalnya menghadapi lomba bidang studi, atau kegiatan lainnya. Tahap
pelaksanaan, dalam hal ini pada dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen
sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui
kerjasama dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada, dapat berjalan
sebagaimana mestinya (efektif dan efisien). Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu
proses kegiatan merealisasikan apa-apa yang telah direncanakan. Peran masing-masing
itulah yang perlu disoroti di dalam manajemen mutu berbasis sekolah.

a. Peran kepala sekolah/ madrasah

Dengan kedudukan sebagai manajer kepala sekolah/ madrasah bertanggung jawab atas
terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Sebagai perencana, kepala sekolah
mengidentifikasi dan merumuskan hasil kerja yang ingin dicapai oleh sekolah dan
mengidentifikasi serta merumuskan cara-cara (metode) untuk mencapai hasil yang
diharapkan. Peran dalam fungsi ini mencakup: penetapan tujuan dan standar, penentuan
aturan dan prosedur kerja di sekolah /madrasah, pembuatan rencana, dan peramalan apa
yang akan terjadi untuk masa yang akan datang.

b. Peran guru dan staf sekolah

Peran guru (staf pengajar) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran kepala sekolah,
hanya lingkupnya yang berbeda. Dalam lingkup yang lebih kecil (mikro) yaitu
mengelola proses pembelajaran sesuai kelompok belajar atau bidang studi yang
dipegangnya, setiap guru memahami visi dan misi sekolah, merencanakan proses
pembelajaran, (mengorganisasikan bahan, siswa, mensinergikan dengan metoda dan
sumber belajar yang tepat yang ia kuasai), menerapkan kepemimpinan yang demokratis
dan memberdayakan siswa dengan mengambil keputusan sesuai kewenangan yang ia
miliki dan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan guru lain, dengan siswa,
dengan kepala sekolah dan orang tua. la juga memonitor kemajuan siswa, serta
melakukan evaluasi perkembangan setiap anak sebagai masukan bagi perbaikan
pelaksanaan proses pembelajaran secara terus menerus. Guru juga memberi penghargaan
bagi siswa yang menunjukkan kemajuan dalam belajar (berprestasi) serta memberikan
semangat/ dorongan (motivasi) serta membantu siswa yang prestasinya kurang/ belum
memuaskan.

c. Peran orang tua siswa dan masyarakat

Peran orang tua siswa dan masyarakat sudah lama dikenal sebagai pusat-pusat
pendidikan yang penting di dalam mengembangkan anak (menjadi pribadi mandiri
dengan segala keterampilan hidupnya) bersama-sama dengan sekolah sebagai institusi
formal yang terencana, terstruktur, dan teratur melaksanakan fungsi pendidikan.

d. Peran siswa
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Siswa atau murid merupakan subjek utama dan konsumen utama primebeneficiary dari
segala upaya yang dilaksanakan oleh penyelenggara satuan pendidikan bersama
manajemen yang terlibat didalamnya. Dalam posisinya yang menjadi subjek tujuan
pendidikan itu, maka keinginan dan harapan mereka, motivasi mereka, serta komitmen
keterlibatan mereka menjadi penting. Salah satu cara untuk mengakomodasi kepentingan
mereka adalah dengan mendengarkan suara mereka.

5. Evaluasi

Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam MBS merupakan kegiatan yang penting untuk
mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah di dalam melaksanakan
fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. Evaluasi
pada tahap ini adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua bidang dalam
satuan pendidikan yaitu bidang teknis edukatif (pelaksanaan kurikulum/ proses
pembelajaran dengan segala aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang
sarana prasarana dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Sungguhpun demikian, bidang
teknis edukatif harus menjadi sorotan utama dengan fokus pada capaian hasil (prestasi
belajar siswa).

6. Pelaporan

Pelaporan disini diartikan sebagai pemberian atau penyampaian informasi tertulis dan
resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan stake hokders, mengenai aktifitas
manajemen satuan pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu
berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawab
atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan pendidikan tersebut.

Kegiatan pelaporan sebenarnya merupakan kelanjutan kegiatan evaluasi dalam bentuk
mengkomunikasikan hasil evaluasi secara resmi kepada berbagai pihak sebagai pertanggung
jawaban mengenai apaapa yng telah dikerjakan oleh sekolah beserta hasi lhasilnya. Hanya
perlu dicatat disini bahwa sesuai keperluan dan urgensinya tidak semua hasil evaluasi masuk
kedalam laporan (pelaporan). Ada hasil evaluasi tertentu yang pemanfaatannya bersifat
internal (untuk kalangan dalam sekolah sendiri), ada yang untuk kepentingan eksternal (pihak
luar), bahkan masing-masing stake holder mungkin memerlukan laporan yang berbeda
fokusnya. Di samping itu, sebagai dokumen tertulis resmi, yang menyangkut
pertanggungjawaban serta reputasi lembaga pendidikan, sungguhpun isinya harus
berdasarkan data dan informasi yang benar laporan memiliki tujuan tertentu sesuai dengan
peran institusi yang dikirimi atau pembacanya.

Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Menurut Hamalik, pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan
segi deskriptif, dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria)
intrinsik dan ekstrinsik.Berdasarkan kritria intrisik, mutu pendidikan merupakan produk
pendidikan yakni manusia yang terdidik. Sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria
ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik. tenaga kerja. yang terlatih.
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Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya, misalkan hasil tes
prestasi belajar.

Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh
Ahmad, bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara
operasional an efisien tehadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga
menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/ standar yang berlaku.
Jadi, pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan
dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntunan kehidupan masyarakat.

Upaya perbaikan pada lembaga pendidikan tidak sederhana yang dipikirkan, karena
butuh perbaikan yang berkelanjutan, berikut ini langkah-langkah dalam meningkatkan
mutu pendidikan.

1. Memperkuat kurikulum

Kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dan strategis dalam menata
pengalaman belajar siswa, dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan, nilai,
keterampilan,dan keahlian, dan dalam membentuk atribut kapasitas yang diperlukan untuk
menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi.

2. Memperkuat manajemen sekolah

Dewasa ini telah banyak digunakan model-model dan prinsip-prinsip manajemen modern
terutama dalam dunia bisnis untuk kemudian diadopsi dalam dunia pendidikan. Salah satu
model yang diadopsi dalam dunia pendidikan. Salah satu model yang diadopsi adalah
School Based Management.. Dalam rangka desentralisasi di bidang pendidikan, model ini
mulai dikembangkan untuk diterapkan. Diproposisikan bahwa manajemen berbasis sekolah
(MBS):

(a) akan memperkuat rujukan referensi nilai yang dianggap strategis dalam arti
memperkuat relevansi,

(b) memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan Kegiatan pendidikan,

(c) memperkuat preferensi nilai pada kemandirian dan kreativitas baik individu maupun
kelembagaan, dan

(c) memperkuat dan mempertinggi kebermaknaan fungsi kelembagaan sekolah.
3. Memperkuat SDM kependidikan

Dalam jangka panjang, agenda utama upaya memperkuat sumber daya tenaga
kependidikan ialah dengan memperkuat sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang
memiliki keahlian. Keahlian baru itu adalah modal manusia (human investmen), dan
memerlukan perubahan dalam sistem pembelajarannya. Menurut Thurow, di abad ke-21
perolehan keahlian itu memerlukan perubahan dalam sistem pembelajaran karena alasan:

(a) keahlian yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan akan semakin tinggi dan
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berubah sangat cepat,

(b) Keahlian yang diperlukan sangat tergantung pada teknlogi dan inovasi baru, maka
banyak dari keahlian itu harus dikembangkan dan dilatih melalui pelatihan dalam
pekerjaan,

(c) kebutuhan akan keahlian itu didasarkan pada keahlian individu.
4. Memperkuat Kepemimpinan

Dalam fondasi berbagai karakteristik pribadi, pimpinan lembaga pendidikan perlu
menciptakan visi untuk mengarahkan lembaga pendidikan dan karyawannya. Dalam
konteks ini, penciptaan visi yang jelas akan menumbuhkan komitmen karyawan terhadap
kwalitas, memfokuskan semua upaya lembaga pendidikan pada rumusan kebutuhan
pengguna jasa pendidikan, menumbuhkan sense of team work dalam pekerjaan,
menumbuhkan standard of excellence, dan menjebatani keadaan lembaga pndidikan
sekarang dan masa yang akan datang.

5. Meningkatkan mutu mengajar

Selama ini sekolah terutama guru masih sangat terbatas dalam melakukan inovasi-inovasi
pembelajaran. Disisi lain, upaya untuk memperkuat kemampuan mengajar telah
diupayakan melalui berbagai jenis penataran, pendidikan, ataupun pelatihan-pelatihan.
Melalui berbagai kegiatan tersebut dikenalkan pada inovasi inovasi pembelajaran. Tetapi
dari pengalaman empirik tampaknya upaya-upaya itu belum secara signifikan membawa
perubahan dalam arti peningkatan mutu hasil belajar.

Pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi dan metode pembelajaran,
pengembangan sistem evaluasi, dan pengembangan MBS. Kebutuhan akan inovasi itu dapat
dilihat dalam dua hal yaitu untuk kepentingan inventions dan untuk kepentingan perubahan
kultural sekolah, sehingga terbangun suatu kultur yang berorientasi inovasi, menumbuhkan
kebutuhan untuk terus maju dan meningkat, kebutuhan untuk berprestasi, dan inovasi adalah
sebagai suatu kebutuhan.

Kesimpulan

Konsep dasar pelaksanaan MBS adalah adanya otonomi, adanya kemandirian dan
adanya demokrasi. Hal ini berarti sekolah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan sekolah. Dalam pengimplementasian MBS, agar dapat berjalan sesuai harapan
maka dalam prosesnya harus melibatkan semua warga sekolah dan memberikan wewenang
lebih luas kepada sekolah. Aspek lain ialah dengan pemenuhan kelengkapan sarana prasarana,
dan pemberian motivasi, pemahaman konsep diri, minat serta kemandirian dalam belajar
sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan dan berubah kearah yang lebih baik sehingga
MBS dapat meningkatkan mutu pendidikan.
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